Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA BONGKOK
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA BONGKOK
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)

DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONGKOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan dan
Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menenga Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Bongkok Tahun 2024;

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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11.
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Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 5558) sebagaimana
telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
199/PMK.07/2017 tentang Tatacara Pengalokasian Dana
Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian
Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transper Kedaerah
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 537) Sebagaimana telah diubah beberapakali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transper ke Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341 );

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017
tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten /Kota
dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung
Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting
Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 530);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 500);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89 )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor1037 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerjasama Desa di bidang
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 1444);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 787);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri
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Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1035);

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1166);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembengunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017,
954 /KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01-SKB/M.PPN/12/
2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan
Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Padat Karya Tunai):

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Desa (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun
2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 15 tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 nomor 15 );

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015
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tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017
Nomor 113);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 60);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018
tentang  Petunjuk = Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018 Nomor 54);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten
Sumedang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 79);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76 );
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 152 Tahun 2019
tentang tentang Tatacara Penggunaan, Penyaluran,
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil
Pajak daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 152);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 117 tahun 2019
tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Desa
Tahun 2020;

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 119 Tahun 2019
tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan
Permusyawaratan desa Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2019
tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 145),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
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Sumedang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang
Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 36);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2020
tentang tentang tentang Tatacara Penggunaan,
Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan,Pengawasan dan
pengenaan sanksi administratif Dana Desa Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020
tentang tentang tentang Tatacara Penggunaan,
Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan,Pengawasan dan
pengenaan sanksi administratif Dana Desa Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor
37);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2020
tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang
Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 Nomor 31);

Keputusan Bupati Sumedang Nomor 973/KEP. 560-
BAPPENDA/2019 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Reribusi Daerah Bagi Desa dan
Alokasi Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor
973/KEP. 218-BAPPENDA /2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Nomor 973 /KEP. 560-BAPPENDA /2019
tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Reribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa
Tahun 2020;

Peraturan Desa Bongkok Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Organisasi Pemerintah Desa;

Peraturan Desa Bongkok Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Desa
(RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Bongkok
Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah direvisi dengan
Peraturan Desa Bongkok Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Revisi Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa
Bongkok Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK

dan
KEPALA DESA BONGKOK
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA BONGKOK TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDes) DESA BONGKOK KECAMATAN
PASEH TAHUN ANGGARAN 2024



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Desa adalah Desa dan Desa Adat selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Bongkok

Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang danbarang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut
dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang
dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan dan kelurahan
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan danpihak yang akan
terkena dampak hasil musyawarah).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
dengan RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa
rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah
kebijakan pembangunan Desa;
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Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada
di Desa,baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain,
keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga,
keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya
lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang
dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana
perimbangan yang diterimakabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya
manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan
kemajuan dan permasalahan yang dihadap di desa.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan pembangunan desa.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan
berupa hasil pembangunan desa.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah
dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya
yangdimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa
serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan
Desa.

2) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan
sebagai pedoman dalam dalam pelaksanan dan penyelenggaraan
pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024,



BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Bongkok tahun 2024, disusun dengan
sisstematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat
1.4. Proses Penyusunan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
2.1. Visi Misi Kepala Desa
2.2. Data Kemiskinan dan Profil Desa
2.3. Kebujakan Pendapatan Desa
2.4. Kebijakan Belanja Desa
2.5. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun
Sebelumnya
3.2. Indentifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
3.3. Indentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
3.4. Indentifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan
Kabupaten

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2024

a. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
b. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Tahun
Anggaran 2024

4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing — masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa

1. Matriks Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

2. Matriks Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2024

3. Matriks Program dan Kegiatan Skala Kabupaten Tahun 2024

4. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Desa Tahun

2024

Keputusan Kepala Desa Tentang Delegasi Desa

Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pembahasan dan Penyepakatan

Peraturan Desa RKP Desa Tahun 2024

7. Keputusan Kepala Desa Bongkok Nomor: 147.131/Kep-16/DS/2023
Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024

o o



BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4
RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 5
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan
secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6
RKP Desa Tahun 2024 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program
pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang
disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa.Sekretaris Desa.

Diundangkan di : Bongkok
Pada Tanggal : 6 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA BONGKOK

DE SUMARNA
LEMBARAN DESA BONGKOK TAHUN 2023 NOMOR 11



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN PASEH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK

Alamat : Jalan Suta Braja No 1 Desa Bongkok Kec Paseh Kab Sumedang 45381

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKOK
NOMOR : 142/KEP.04/BPD/X/2023

TENTANG

KESEPAKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDes)

DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76
tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa setiap
desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu dituangkan
dalam Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Bongkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2023;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/atau
Dalam Rangka MMenghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
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11.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 4);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
199/PMK.07/2017 tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transper Kedaerah dan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)
Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transper ke
Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1341 );

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang
Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten /Kota dan Perhitungan
Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1084);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi
Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 530);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor1037 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 1444);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
158);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri
Perencanaan Pembengunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan  Nasional = Nomor : 140-8698 Tahun 2017,
954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01-SKB/M.PPN/12/ 2017 tentang
Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Padat Karya Tunai):
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan
Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 15 tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 nomor 15 );
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati



39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2017 Nomor 113);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 60);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018 Nomor 54);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 Nomor 76 );

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 152 Tahun 2019 tentang tentang
Tatacara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan
Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Bagi
Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 152);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 117 tahun 2019 tentang Standar
Biaya dan Standar Satuan Harga Desa Tahun 2020;

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 119 Tahun 2019 tentang Besaran
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf
Administrasi Badan Permusyawaratan desa Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tatacara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Nomor 145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 36);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang
tentang Tatacara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan,
Pembinaan,Pengawasan dan pengenaan sanksi administratif Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang tentang Tatacara Penggunaan,
Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan,Pengawasan dan pengenaan sanksi
administratif Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 Nomor 37);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jaring
Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan
Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 31);

Keputusan Bupati Sumedang Nomor 973/KEP. 560-BAPPENDA/2019
tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Reribusi
Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 973/KEP.
218-BAPPENDA/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor
973/KEP. 560-BAPPENDA/2019 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Reribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana
Desa Tahun 2020;

Peraturan Desa Bongkok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemerintah Desa;

54. Peraturan Desa Bongkok Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024
(Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah
direvisi dengan Peraturan Desa Bongkok Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Revisi Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2020
Nomor 7);

Berita Acara hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Bongkok tanggal 6
Oktober 2023 tentang Kesepakatan Rencana Kerja Pemerintahan Desa
Bongkok Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BONGKOK TENTANG
KESEPAKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDes)
DESA BONGKOK KECAMATAN PASEH TAHUN 2024

Menyetujui Peraturan Desa Bongkok tentang Rencana Kerja Pemerintahan
Desa Bongkok Tahun Anggaran 2024

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

: Bongkok
: 6 Oktober 2023
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